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Penelitian ini membahas soal prinsip terhadap kerugian yang dialami nasabah 

akibat kealpaan perbankan. Penelitian ini membahas konsep terhadap 
kealpxaan perbankan melalui tinjaun normatif dan tinjauan dari dogmatik 

hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), “yaitu penelitian terhadap produk hukum. Dalam penelitian ini 
penulis menemukan bahwa konsep stirct liability belum diakomodir dalam 

hukum perbankan di Indonesia. Konsep Strict Liability merupakan konsep 
yang dimana korporasi (perbankan) dapat dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan kesalahan (kealpaan) yang telah mereka lakukan. 
Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menemukan dalam hukum 

perbankan Indonesia belum mengadopsi konsep Strict Liabiility. Pada hukum 
perbankan beban kesalahan dilimpahkan pada individu dalam perbankan yang 

melakukan kealpaan dalam proses operasi perusahaannya yang 

mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Konsep Strict Liability memberikan 
implikasi hukum dimana perbankan dapat dituntut untuk bertanggungjawab 

secara pidana atas kealpaan yang mereka timbulkan. Hal ini didasari dimana 
posisi perbankan yang merupakan suatu entitas yang terlahir dari sebuah 

pemikiran dan determinasi manusia, digerakkan oleh manusia, serta dapat 
melakukan kesalahan atau kealpaan layaknya seorang manusia. 
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Pendahuluan 

Kasus kelalaian pihak bank sudah (Bisnis.com, 2020)marak terjadi. Misalnya, hilangnya uang nasabah di 
Bank yang berlanjut pada meja hukum. Misalnya, seorang nasabah yang kehilangan uangnya sebanyak 20 

Miliar  yang telah didepositokan di bank milik negara tersebut sejak 2019 lalu (CNN Indonesia, 2021). Uang 
tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai pengobatan orang tuanya yang saat ini terbaring sakit.  
Selain itu, Seorang nasabah Bank Mandiri, H. Podda, asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, melaporkan 
kehilangan uang sejumlah Rp2 miliar dari rekeningnya. Tercatatat ada 30 transaksi yang ia tidak ketahui 
namun bisa diproses oleh pihak Bank . Maraknya kasus kehilangan saldo nasabah, namun sejatinya pihak 

Bank selalu memiliki statement bahwa kerugian yang akan diganti adalah kerugian yang bilamana terbukti 
atas kesalahan perbankan (Tribun-medan.com, 2022). 

https://doi.org/10.29210/020222114
https://doi.org/10.29210/020222114
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http://jurnal.iicet.org/
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1541465286&1&&


Sari, L. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 

Vol. 8, No. 4, 2022, pp. 11213-1220 

   1214 
 

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi 

 

Keberadaan perbankan seharusnya memberikan manfaat kepada negara dan bangsa, yang apabila aspek 

tanggung jawab sosial tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh (Galinato, Hyland, & Islam, 2022). 
Khusus pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terdahulu, perbankan tumbuh dengan pesat, tetapi justru 
banyak kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, banyak diantaranya yang merugikan 
keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji lebih mendalam 

mengenai aspek pertanggungjawaban perbankan sebagai suatu determinasi guna mencegah berulangnya 
kejahatan korporasi perbankan yang merugikan keuangan negara terkhususnya keuangan masyarakat dalam 
hal ini nasabah, apakah telah diakomodasi oleh hukum positif, dan bagaimana bentuk dan penerapannya. 

Terkait perlindungan hukum nasabah, menurut Macey dan O’Hara bahwa hakikat dari perlindungan 
hukum nasabah perbankan adalah perlindungan kepentingan nasabah dalam hal ini simpanan (uang, aset, dan 
lain-lain) nasabah dalam bank (Zolecha, 2017). Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk 

mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya 
dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu (Hermansyah, 2020). Pada perkembangannya, 
pihak bank kerap melakukan kealpaan dalam proses operasinya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. 
Kelalaian ini beragam, mulai dari kelalain yang bersifat kecil seperti kesalahan dalam menghitug uang 
nasabah, kesalahan dalam proses pendebetan uang nasabah, kesalahan dalam jumlah setoran, kekeliruan 

dalam memasukkan nomor rekening tujuan, kesalahan jumlah dana yang di pindah bukukan, hingga 
kesalahan fatal berupa bobolnya rekening nasabah dikarenakan kealpaan pihak bank. 

Menurut M. Arief Amrullah, bank dapat melakukan kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan di bidang 
perbankan (Mys, 2011). Korban kejahatan perbankan bisa dikatakan lumayan besar, menurut penulis perlu 
ada perlindungan hukum terkait hal ini, baik terhadap korban potensial maupun korban nyata, namun dalam 
prakteknya, belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak bank sebagai korporasi. 

Berdasarkan UU Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak 
pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 
Konsep UU Perbankan sejalan dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum 
mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana (Sasmita, 2016). Sehingga dalam hal ini penulis 
beranggapan bahwa UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang 
hukum administratif yang memuat sanksi pidana. 

Berkiblat pada Pasal 46 UU Perbankan, sanksi pidana tidak dijatuhkan kepada korporasi, yang dikenakan 
pidana hanyalah mereka yang memberi perintah melakukan penghimpunan dana atau yang bertindak sebagai 
pimpinan terhadap penghimpunan dana tersebut atau kedua-duanya, dengan demikian pertanggungjawaban 
pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (pertanggungjawaban pidana pengganti) 

(Yohana & Sahari, 2017). Sementara pada praktiknya adanya kealpaan tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah 
korporasi (bank), sehingga dapat dimungkinkan juga meminta pertanggungjawaban pidana terhadap bank, 
sehingga dalam hal ini harusnya diterapkan doktrin Strict Liability, yaitu pertanggungjawaban pidana 

langsung, yang dalam hal ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu 
walaupun pada diri orang lain tidak ada kesalahan (mens rea). Prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk 

membuktikan adanya kesalahan, atau dengan perkataan lain suatu prinsip tanggung jawab yang memandang 
“kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak 
(Saputra, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah meliputi (1) 

Bagaimana konsep dalam hukum perbankan dan (2) Bagaimana implikasi hukum atas kealpaan bank dalam 
Strict Liability? 

 

Metode 

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi” (Subagyo;, 2015). Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), “yaitu penelitian terhadap produk hukum” (Marzuki, 

2017). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, 

merupakan bahan utama dalam melakukan penelitian normatif yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pembentukan perangkat kewilayahan dan pangan. (2) Bahan hukum 

sekunder, merupakan acuan yang berkaitan dengan topik yang diangkat, terdiri dari buku dan karya ilmiah 

lainnya. (3) Bahan hukum tersier mendukung materi hukum berupa kamus dan sumber lainnya (media cetak 

dan media elektronik). Bahan hukum dikumpulkan dengan meninjau semua peraturan (bahan primer) yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, termasuk referensi terkait (bahan hukum sekunder). 

https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts/index
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Selanjutnya, materi hukum dianalisis secara deduktif dengan menyimpulkan hal-hal masalah umum menjadi 

masalah tertentu. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Konsep Strict Liability dalam Hukum Perbankan 

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembenaran dibebankannya 
pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah doctrine of strict liability dan 

doctrine of vicarious liability. Berdasarkan ajaran strict liability pelaku tindak pidana dapat diminta 

pertanggungjawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan sedangkan menurut ajaran vicarious liability 
dimungkinkan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan 

(Sjahdeini, 2017). 

Strict liability menurut Russel Heaton diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak 

mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus (Heaton & Than, 
2010). 

 
Jadi dalam hal ini, strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without 

fault). Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan 
(liability without fault), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan 
yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si 

pembuat (ID Roza, 2022). 

Merujuk pendapat Guru Besar M. Arief Amrullah sebagaimana dikutip (Sasmita, 2016), juga menyebutkan 
bahwa berdasarkan UU Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi 
tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 
Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga dalam hal ini ia beranggapan bahwa 

Undang-Undang Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum 
administratif yang memuat sanksi pidana. 

Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hingga Undang – Undang 
Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
konsep strict liability tidak diakomodir. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 Ayat (2) yang berbunyi: 

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan 
terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik 
terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam 

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.” 
 

Berdasarkan pasal diatas, dapat ditemukan bahwa penuntutan tanggungjawab atas kerugian nasabah 
hanya dilakukan kepada individu – individu yang memberikan perintah terhadap suatu perbuatan yang 
menimbulkan kerugian atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau keduanya. Dengan 
demikian, konsep Strict Liability tidak dianut dalam dasar yuridis perbankan di Indonesia 

Ketika konsep strict liability ditelaah lebih mendalam, maka sedikitnya ada dua pandangan yang saling 
bertolak belakang tentang hal ini. Pertama, sebagian pakar menyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasar 

tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liabilitiy without fault). Dengan 

demikian, konsep ini adalah konsep Hukum Pidana Materiel, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab 
atas suatu tindak pidana (actus reus) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (mens rea). 

Kedua, strict liability dipandang sebagai konsep Hukum Pidana Formiel, yaitu kegiatan yang menimbulkan 

kerugian lingkungan hidup maupun kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya menjadi tanggung 
jawabannya, tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan. Kesalahan (mens rea) yang 

bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya, sepanjang tidak dapat 
dibuktikan sebaliknya (Deakin & Markesinis, 2019). 

Penggunaan pandangan pertama menyebabkan titik berat persoalan menjadikan strict liability sebagai 

perluasan pertanggungjawaban pidana (strafausdehnungsgrund). Artinya, ketika akibat yang dilarang telah 

timbul, maka ketentuan strict liability memperluas pertanggungjawaban pidana atas hal itu, terhadap siapapun 
yang ditentukan, tanpa memperhatikan lebih jauh apakah ada kaitan yang wajar antara akibat dimaksud 
dengan perbuatan atau aktivitas yang bersangkutan. Tidak mengherankan ketika sejumlah pihak dipandang 

bertanggung jawab atas akibat kebakaran hutan/lahan, pencemaran lingkungan, terlampaui batas baku mutu 
udara, yang timbul di areal yang menjadi tempat kegiatannya, walaupun tidak ada kontribusi kelakuan yang 

nyata terhadap hal itu dari yang bersangkutan. 

https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts/index
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Pandangan kedua menyebabkan strict liability adalah problem pembuktian semata, dan sama sekali bukan 

masalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada syarat-syarat 
dapat dikenakannya pidana bagi seseorang, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (actus reus) dan 
kesalahan (mens rea). Hanya saja persoalan mens rea dipandang telah ada tanpa harus dibuktikan lebih jauh 

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah strict liability 

itu sama dengan absolute liability. Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Pendapat pertama dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara 
strict liability dan absolute liability. Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara strict 
liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana dirumuskan dalam 

undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan adalah si pelaku mempunyai kesalahan (mens 

rea) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-

undang harus atau mutlak dapat dipidana (Muslim, 2022). 

Persoalannya, bagaimana kemudian seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum 
dalam konsep strict libality, nah disini pembuktian bahwa adanya kelakuan yang memenuhi isi rumusan 
larangan undang-undang dan adanya akibat yang timbul dari kelakuan yang dilarang itu, menjadi syarat 
mutlak. Dalam keadaan tertentu kelakuan dan akibat itu tidaklah perlu karena adanya perbuatan fisik secara 

langsung dari yang bersangkutan, tetapi cukup dengan adanya hubungan tertentu dengan pelaku materielnya 
menyebabkan orang (perseroangan atau korporasi) juga dipandang sebagai perbuatannya. Oleh karena itu, 
strict liability adalah konsep tentang tatbestand ausdehnungsgrund, yaitu perluasan pengertian perbuatan yang 
dapat dipidana. Dapat dikatakan Pilihan yang dibuat oleh sistem hukum antara bentuk-bentuk utama 
pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum strict liability dan aturan kelalaian adalah pilihan 
yang mendasar. Dalam prakteknya dilakukan melalui penerapan dua kriteria utama. Untuk menerapkan strict 

liability, pengadilan harus menemukan bahwa (i) aktivitas pelaku menimbulkan bahaya yang sangat 
signifikan, bahkan jika dilakukan dengan hati-hati yang wajar; dan (ii) aktivitas si pelaku tidak biasa. Untuk 
penggunaan strict liability merupakan kesalahan kebijakan yang serius karena menempatkan semua kegiatan 
berbahaya umum di luar lingkup tanggung jawab yang ketat (Shavell, 2018). Jika kegiatan berbahaya ini juga 
tunduk pada strict liability, jumlah kerugian akibat kecelakaan dapat dikurangi secara menguntungkan.  

Jika merujuk berbagai negara di dunia, Dalam undang-undang hukum perdata, tampaknya tidak ada 
prinsip apa pun yang sesuai dengan persyaratan aktivitas yang tidak biasa untuk pengenaan strict 
liability. Kode yang paling berpengaruh adalah kode Jerman dan Prancis. Di bawah hukum perdata Jerman, 
tanggung jawab wanprestasi pada dasarnya didasarkan pada kesalahan kode tersebut tidak mengandung 
ketentuan luas yang memaksakan strict liability dan hanya mencakup satu, ketentuan kecil, kewajiban ketat 
yang mengatur kerugian yang dilakukan oleh aktifitas dosmetik (Bar, 2009). Oleh karena itu, untuk semua 

maksud dan tujuan, strict liability di Jerman adalah urusan legislatif,  memperdebatkan masalah prinsip-
prinsip di mana tanggung jawab ketat diberlakukan oleh pengadilan. Namun demikian, hal ini menyebabkan 
perlu penyesuaianpenyesuaian tentang konsep perbuatan (actus reus), supaya pertanggungjawaban tetap 

berdasar pada kesalahan (liability based on fault). Perbuatan orang-orang dalam lingkungannya dimana yang 
bersangkutan bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan dengan keterlibatan orangorang itu, dipandang 
juga sebagai perbuatannya. Dengan demikian, pengaturan mengnai adanya hubungan-hubungan ini menjadi 
penting, supaya memenuhi syarat lex scripta, lex stricta dan lex certa. 

Implikasi Hukum Atas Kealpaan Bank Dalam Strict Liability 

Menurut Passas tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi, yaitu 

suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang 
mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya 
(Passas, 2017). Lebih lanjut, menurut Braithwaite tindak pidana perbankan dapat pula dikatakan perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai) yang dilakukan 
oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya (usaha 

bank) sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil baik bagi masyarakat maupun 

bagi negara, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu 
ataupun lintas batas negara (transnasional) dengan waktu yang seketika ataupun dengan jangka waktu. Tindak 
pidana perbankan merupakan tindak pidana kerah putih (white collar crime), tindak pidana ekonomi, serta 
tindak pidana bisnis. Dikatakan sebagai white collar crime karena pelaku kejahatan ini bukan orang-orang 
yang berasal dari kalangan sosial - ekonomi rendah tetapi juga dari kalangan sosial - ekonomi yang tinggi 
(Alalehto, 2017). 

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak 
pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai 
kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya (Hermansyah, 
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2020). Terkait permasalahan yang dilakukan oleh perbankan, maka tidak akan lepas dari pertanggungjawaban 

pidana korporasinya, dalam hal ini kedudukan korporasi sebagai pelaku dalam kealpaan yang mereka 
lakukan. Permasalahan pertanggungjawaban perseroan terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana 
(secara umum) dan tindak pidana perbankan adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi 
adalah badan hukum.  

Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea 

atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah 
yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Finch dan Fafinski dalam permasalahan pidana 

bagi sebuah korporasi, mereka berpendapat bahwa korporasi haruslah dianggap sebagai orang, yang 
mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai kalbu (Finch & 
Fafinski, 2018). Terkait hal ini Lederman dalam jurnalnya yang berjudul Criminal Law, Perpetrator and 

Corporation: Rethinking A Complex Triangle, menjabarkan permasalahan terkait tindak pidana yang dilakukan 

oleh korporasi. Dalam jurnal ini dia menjabarkan dua hubungan krusial dalam menyikapi pelanggaran atau 
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dua hubungan ini dijabarkan sebagai berikut (Lederman, 2016) 

The Conspirational Relationship (Hubungan Konspirasi). Dalam penjelasannya Lederman berpendapat 
bahwa: 

“The analogy to the theory of corporate criminal liability suggests that each breach of law the corporate body has 

been accused of is in furtherance of an offense previously plotted between the corporation and the perpetrator. 

Hence, the corporation is criminally liable for the acts of the perpetrator in execution of the plan of the conspiracy.” 
 

Pendapat diatas jika diterjemahkan secara harfiah mengartikan bahwa setiap pelanggaran kriminal yang 
dilakukan oleh sebuah korporasi merupakan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya antara korporasi 
dengan si pelaku (individu atau kelompok dalam korporasi). Oleh karena itu, korporasi bertanggungjawab 
secara pidana atas perbuatan pelaku dalam melaksanakan tindakan pidana tersebut. Persolan lain terkait 
penerapan strict liability sebagai straf ausdehnungsgrund diperparah dengan desain rumusan delik dalam 
umumnya peraturan perundangan, yang masih melulu dirancang untuk pembuat manusia. Akibatnya, 

seseorang dipandang bertanggung jawab secara mutlak terhadap kejadian-kejadian atau akibat-akibat yang 
terjadi atau timbul dalam ruang lingkup pekerjaannya dan bukan bertanggung jawab atas perbuatan-
perbuatannya atau perbuatan-perbuatan orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dengannya. 
Walaupun tidak ada kehendak pribadi dari yang bersangkutan atas terjadinya atau timbulnya akibat-akibat 
dimaksud (Gracie, 2021).  

Pendapat diatas memicu banyak perdebatan terkait posisi korporasi terkait pertanggungjawaban pidana. 

Ohlin berpendapat pelaku dan korporasi adalah badan hukum yang terpisah, korporasi tidak mampu berpikir 
atau bertindak secara independen; bahwa syarat pluralitas pelaku persekongkolan adalah terpenuhi hanya di 
mana setidaknya dua pikiran bertemu, yang masing-masing mampu berkontribusi pada kelanjutan konspirasi 
(Sirait, 2021). Lebih lanjut, konspirasi merupakan pelanggaran independen dan tidak tergantung pada 
pelaksanaan aktual dari apa yang telah disepakati. Akan tetapi, hal itu bermasalah, terutama karena 
persekongkolan itu mungkin menghasilkan kinerja kriminal seperti itu. Meskipun pemikiran laten tentang 

pelanggaran hukum berpotensi berbahaya, hukum pidana baru berlaku ketika tindakan pidana dilakukan, 
karena hanya dengan demikian barulah dampak terhadap masyarakat atau dalam hal ini nasabah terjadi. 

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk perbankan maka kapan dan 
bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi 
kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdatalah yang digunakan. 

Adapun kriteriakriteria tersebut adalah (Sasmita, 2016): (1) the degree of loss to the public (Derajat kerugian 

terhadap publik); (2) the lever of complicity by high corporate manager. (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager); 
(3) the duration of the violation (Lamanya pelanggaran); (4) the frequensi of the violation by the corporation (Frekuensi 

pelanggaran oleh korporasi); (5) evidence of intent to violate (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan 

pelanggaran); (6) evidence of extortion, as in bribery cases (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap); (7) 

the degree of notoriety engendered by the media (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang 

ditimbulkan oleh pemberitaan media); (8) precedent in law (jurisprudensi); (9) the history of serious, violation by the 

corporation (Riwayat pelanggaran-pelang-garan serius oleh korporasi); (10) deterence potential (Kemungkinan 

pencegahan); (11) the degree of cooperation evinced by the corporation (Derajat kerja sama korporasi yang 

ditunjukkan oleh korporasi). 

Implikasi lain menurut Brickey mengemukakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada 
korporasi hanyalah denda (fine). Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh 
korporasi, maka pada dasarnya merupakan “corporate death penalty”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk 

pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka pada hakikatnya mempunyai hakikat sama dengan pidana 
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penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “corporate imprisonment”. Bahkan pidana tambahan 

berupa pengumuman keputusan hakim (publication), merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh suatu 

korporasi (Mahrus, 2013). Selanjutnya, menurut penulis pada konteks persekongkolan dalam sebuah 
konspirasi, penulis berpendapat bahwa sebuah kesepakatan terbuka untuk melakukan tindakan ilegal atau 
melanggar hukum justru memiliki potensi untuk terjadi. Hal ini dikarenakan dalam proses berjalannya suatu 
korporasi terdapat banyak dinamika yang menyebabkan hal ini semakin kompleks dan tidak terusut dengan 
baik. 

Dalam kenyataan dilapangan banyak korporasi perbankan di Indonesia belum memiliki transparansi yang 

baik. Hal ini berimbas pada pelayanan kepada nasabah yang kurang optimal dan berakibat pada kerugian 
nasabah (Bisnis.com, 2020). Dalam beberapa kasus pihak perbankan yang cenderung menutupi kasus yang 
melibatkan pegawai mereka, tanpa ada upaya lebih serius dalam menanggapi dan menjaga pegawai mereka 

dalam melakukan suatu tindak pidana (CNN Indonesia, 2021). Hal ini secara langsung merupakan bentuk 
nyata suatu kealpaan pihak perbankan. Dengan demikian sudah seharusnya pihak perbankan bisa dituntut 
untuk turut bertanggungjawab atas hal ini melalui jalur pidana. 

The Complicity Relationship (Hubungan Keterlibatan). Terkait hal ini, Lederman dalam jurnalnya berpendapat 

bahwa (Lederman, 2016): 
 

“The mens rea for accomplice liability consists of two types: (1) the state of mind rendering encouragement or 

assistance, which is confined to the accomplice's intention to persuade, instigate, encourage (in case of a counsellor or 
procurer) or assist (in case of an aider-and-abettor) the principal offender in committing the offense, or at least the 
accomplice's awareness of the possible results of his conduct; and (2) the state of mind required for the offense 
committed, which, according to one approach, consists ofthe appropriate kind and degree ofmental element vital to the 
crystalization of the subject offense, or, according to another view, consists of the mere awareness of the possible 
occurrence of the offense.” 
  

Berdasarkan penjabaran diatas maka hubungan keterlibatan dapat dijabarkan dalam dua titik 
permasalahan, yaitu: (1) keadaan sebuah pikiran atau kesadaran yang memberikan dorongan atau bantuan, 
yang merujuk pada niat tindakan seoarang individu dalam sebuah korporasi dalam membujuk, menghasut, 
mendorong atau membantu pelaku utama dalam melakukan tindakan pidana, serta kesadaran terhadap akibat 
yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut. (2) keadaan pikiran yang dimana sebuah pengetahuan akan 
terjadinya sebuah pelanggaran atau kealpaan. Berdasarkan hal diatas menujukkan bahwa sebuah korporasi 

diharuskan untuk dapat mengontrol setiap tindakan dari seluruh pegawai yang ada dibawah naungannya. 
Sehingga jika terjadi suatu kealpaan, maka hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang bersifat sistemik 

dan merupakan bentuk kegagalan sebuah sistem perusahaan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa 
pihak perbankan bertanggungjawab atas hal ini. 

Selaras dengan pendapat diatas Kenneth S. Ferber dalam bukunya Corporation Law menyatakan bahwa 

(Said, 2021): 

"A corporation is artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and 

personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal". 

 

Pendapat Ferber ini jika dapat dipahami bahwa korporasi merupakan ciptaan orang (manusia). Yang 
berakibat bahwa korporasi dapat pula melakukan apa saja yang dilakukan oleh manusia, termasuk kealpaan. 
Hal ini dibuktikan dengan kemampuan sebuah korporasi dalam melakukan kegiatan jual beli properti, yang 
dimana dalam konteks perbankan kemampuan ini termasuk kemampuan menyimpan dan meminjamkan uang 
kepada pelanggan (nasabah atau sebuah korporasi lain). Hal ini berkonsekuensi pada perbankan sebagai 
sebuah korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri. Dengan demikian dalam 

prakteknya seharusnya merupakan sebuah hal yang bisa diterapkan dalam hukum perbankan di Indonesia. 
Hal ini beradasar pada posisi perbankan sebagai korporasi yang turut bertanggungjawab atas kealpaan yang 
diakibatkan oleh pegawainya. Perbankan sebagai sebuah korporasi memiliki tanggungjawab moral dalam 
memberikan pelayanan terbaik serta bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pegawainya.  

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan perlu 

direvisi untuk memperbaiki persoalan yang timbul di kemudian hari dengan memperhatikan beberapa hal 
sebagai berikut: (1) pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum perbankan harus diatur tegas dalam 
Undnag-Undang; (2) pertanggungjawaban pidana korporasi perlu mengadopsi sistem pertanggungjawaban 
“strict liability”; (3) perlu diatur secara tegas tipologi perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi (Bank) 
yang mencakup kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dilakukan oleh 
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Prinsip strict liability terhadap kerugian yang dialami nasabah … 

organ/pengurus/pegawai Bank yang dipandang sebagai tindak pidana korporasi; (4) perlu dipikirkan lebih 

lanjut mengenai bentuk sanksi pidana yang cocok diterapkan bagi lembaga perbankan sehingga pidana yang 
dijatuhkan terhadap suatu Bank tidak menimbulkan effect domino atau berdampak sistemik pada bank 
lainnya.  

 

Simpulan 

Dalam hukum perbankan Indonesia belum mengadopsi konsep Strict Liabiility. Pada hukum perbankan beban 

kesalahan dilimpahkan pada individu dalam perbankan yang melakukan kealpaan dalam proses operasi 
perusahaannya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Konsep memberikan implikasi hukum dimana 

pihak perbankan sebagai suatu korporasi dapat dituntut untuk bertanggungjawab secara pidana atas kealpaan 

yang mereka timbulkan. Hal ini didasari dimana posisi perbankan yang merupakan suatu entitas yang terlahir 
dari sebuah pemikiran dan determinasi manusia, digerakkan oleh manusia, serta dapat melakukan kesalahan 
atau kealpaan layaknya seorang manusia. 
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